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P U T U S A N

Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MERAUKE

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang

majelis  hakim,  telah  menjatuhkan  putusan  dalam perkara  Cerai  Gugat  dan

Hadhanah antara:

XXXXX, NIK, tempat lahir Ngawi, tanggal 04 Juli 1983, umur 40 tahun,

agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani,

tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Merauke, Provinsi

Papua  Selatan,  dalam  hal  ini  menggunakan  domisili

elektronik email:, sebagai Penggugat;

Lawan

XXXXX, NIK, tempat lahir Sul-sel, tanggal 03 April 1985, umur 38 tahun,

agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani,

tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Merauke, Provinsi

Papua Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17

Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada

hari  itu  juga  dengan  register  perkara  Nomor  xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa pada bulan April  2017, Penggugat dan Tergugat telah melakukan

pernikahan  secara  sirri  di  XXXXX,  yang  menjadi  wali  nasab  Penggugat

adalah adik  kandung Penggugat yang  bernama  XXXXX  yang  kemudian
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menyerahkan kepada imam masjid setempat yang bernama bapak XXXXX

untuk  menikahkan  Penggugat  dan  Tergugat dengan  mas  kawin  berupa

uang tunai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang disaksikan oleh dua

orang saksi,  saksi  pertama yang bernama bapak XXXXX  yaitu  tetangga

Penggugat,  kemudian  saksi  kedua  yang  bernama bapak  XXXXX  yaitu

tetangga Penggugat;

2. Bahwa dari  pernikahan sirri  tersebut telah lahir satu orang anak yang

bernama XXXXX, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat; 

3. Bahwa pada tanggal  27 Juli  2020,  Penggugat  dengan Tergugat  telah

melangsungkan  pernikahan  di  hadapan  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor

Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan

Akta Nikah nomor: XXXXX, tanggal 27 Juli 2020;

4.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai

suami isteri,  menumpang  di  rumah  milik tetangga Penggugat  di  XXXXX,

Kabupaten Merauke;  

5.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa  pada  awal  pernikahan  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat rukun dan harmonis,  namun sejak tahun 2022 keadaan rumah

tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  rukun  dan  harmonis,

Penggugat  mengetahui  Tergugat  berselingkuh  dengan  wanita  lain,  hal

tersebut Penggugat ketahui dari pengakuan wanita selingkuhannya sendiri,

namun ketika Penggugat menanyakan kebenaran perselingkuhan tersebut

kepada  Tergugat,  Tergugat  justru  marah  dan  melakukan  tindakan

pemukulan kepada Penggugat; 

6.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa  puncak  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Penggugat  dan

Tergugat  terjadi  pada bulan Oktober  2022,  Tergugat  pergi  meninggalkan

kediaman bersama tanpa  pamit  dan  izin  dari  Penggugat,  Tergugat  juga

meninggalkan hutang di beberapa orang (tetangga) yang harus Penggugat

lunasi, hal tersebut semakin membuat Penggugat sakit hati;  
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7.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa  setelah  kejadian  tersebut  komunikasi  antara  Penggugat  dan

Tergugat  sudah  tidak  ada,  serta  sudah  tidak  menjalankan  kewajiban

sebagaimana layaknya suami isteri lagi; 

8. Bahwa  dengan  keadaan  rumah  tangga  seperti  dijelaskan  di  atas

Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali

bersama Tergugat  untuk membina rumah tangga yang bahagia di  masa

yang akan datang;

9. Bahwa  anak  yang  telah  dikarunia  dalam  perkawinan  Penggugat  dan

Tergugat  yaitu  XXXXX,  yang  saat  ini  masih  dibawah  umur,  menurut

pendapat  ahli  hukum  Islam  ”isteri/ibulah  yang  berhak  memelihara  anak

tersebut”,  sehingga   untuk  itu  mohon  kepada  Majelis  Hakim  Pemeriksa

Perkara  ini  untuk  menetapkan  Hak  Asuh  Anak  (hadhanah)  kepada

Penggugat;

10. Bahwa  Penggugat  sanggup  menanggung  segala  biaya  yang

timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan  alasan-alasan  di  atas,  Penggugat  memohon  agar  Ketua

Pengadilan  Agama  Merauke  cq.  Majelis  Hakim  memeriksa  dan  memutus

perkara  ini  dengan  memanggil  Penggugat  dan  Tergugat,  dan  selanjutnya

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: 

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);

3. Menetapkan  anak  bernama  yaitu  XXXXX, berada  dibawah  hadhonah

Penggugat;

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

menghadap  dan tidak  pula  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap sebagai

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

melalui relaas Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk tanggal 18 Oktober 2023 dan 25
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Oktober 2023 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh

suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mengupayakan

perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar rukun dan mau membina

rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak

pernah hadir di persidangan; 

Bahwa,  perkara  ini  terdaftar  secara  elektronik,  maka pemeriksaan

perkara secara elektronik;

Bahwa  selanjutnya  pemeriksaan  perkara  dilakukan  dalam  sidang

tertutup  untuk  umum  dengan  terlebih  dahulu  dibacakan  surat  gugatan

Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh  karena  Tergugat atau  kuasanya  yang  sah  tidak  pernah

hadir di persidangan, maka jawaban  Tergugat atas gugatan  Penggugat tidak

dapat didengarkan;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat

mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Surat 1,  Fotokopi  Kutipan Akta Nikah dari  Kantor Urusan Agama Distrik

Merauke, Kabupaten Merauke, Nomor XXXXX Tanggal 27 Juli 2020. Bukti

surat  tersebut  telah  diperiksa  oleh  Majelis  Hakim,  dicocokkan  dengan

aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode

bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Surat 2, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX yang dikeluarkan

oleh Pejabat  Pencatatan Sipil  Kabupaten Merauke tanggal  30 Juli  2022.

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode

bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

Saksi  1,  XXXXX,  umur  48  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  Petani,

pendidikan SD, bertempat tinggal di XXXXX Kabupaten Merauke, di bawah

sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
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- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan saksi kenal

Tergugat adalah suami Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik

tetangga Penggugat di XXXXX, Kabupaten Merauke;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai  1

orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat  dan Tergugat tidak rukun dan

harmonis disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat

dari cerita Penggugat;

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah

Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain;

- Bahwa banyak yang mengetahui bahwa Tergugat suka selingkuh;

- Bahwa Tergugat telah pergi  meninggalkan Penggugat selama 1

tahun  dari  rumah  kediaman  bersama,  kemudian  Penggugat  telah

pulang ke rumah orang tua Penggugat 3 bulan yang lalu;

- Bahwa  saksi  sudah  menasehati  Penggugat  untuk  hidup  rukun

bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai petani;

- Bahwa anak Penggugat  dan Tergugat  dalam kondisi  sehat  dan

dirawat dengan baik oleh Penggugat;

- Bahwa Penggugat berperilaku baik dan sayang terhadap anaknya;

- Bahwa  Penggugat  tidak  pernah  menghalang-halangi  Tergugat

untuk bertemu dengan anak;

Saksi  2,  XXXXX,  umur  35  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  Petani,

pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan XXXXX Kabupaten Merauke,  di

bawah  sumpah  memberikan  keterangan  yang  pada  pokoknya  sebagai

berikut :

- Bahwa  saksi  adalah  adik  kandung  Penggugat  dan  saksi  kenal

Tergugat adalah suami Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah

milik tetangga Penggugat di XXXXX, Kabupaten Merauke;
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- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai  1

orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat  dan Tergugat tidak rukun dan

harmonis disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat

dari cerita Penggugat;

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah

Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain;

- Bahwa banyak yang mengetahui bahwa Tergugat suka selingkuh;

- Bahwa Tergugat telah pergi  meninggalkan Penggugat selama 1

tahun  dari  rumah  kediaman  bersama,  kemudian  Penggugat  telah

pulang ke rumah orang tua Penggugat 3 bulan yang lalu;

- Bahwa  saksi  sudah  menasehati  Penggugat  untuk  hidup  rukun

bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai petani;

- Bahwa anak Penggugat  dan Tergugat  dalam kondisi  sehat  dan

dirawat dengan baik oleh Penggugat;

- Bahwa Penggugat berperilaku baik dan sayang terhadap anaknya;

- Bahwa  Penggugat  tidak  pernah  menghalang-halangi  Tergugat

untuk bertemu dengan anak;

Bahwa atas keterangan para saksi  tersebut,  Penggugat  menyatakan

menerima dan  membenarkan,  sedangkan  Tergugat  tidak  dapat  didengarkan

tanggapannya;

Bahwa  selanjutnya  Penggugat menyatakan  tidak  akan  mengajukan

apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  ditunjuk  segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini  sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;
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Menimbang,  bahwa  selama  persidangan  Majelis  telah  berupaya

menasehati  Penggugat  agar  rukun  kembali  dengan  Tergugat,  sebagaimana

dikehendaki  oleh  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989

sebagaimana yang telah diubah terakhir  dengan Undang Undang Nomor 50

Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal

31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi

Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  terdaftar  secara  elektronik,

sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022

Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, maka perkara

diperiksa secara elektronik;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu

hadir  sedangkan  Tergugat  tidak  pernah  hadir,  maka  upaya  mediasi

sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008

yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat tidak  pernah  hadir  di

persidangan  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  dan  tidak

ternyata  tidak  hadirnya tersebut  disebabkan oleh  suatu  halangan yang sah,

maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa

hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,

dan gugatan  Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan

hukum,  maka  berdasarkan  ketentuan  Pasal  149  Ayat  (1)  R.Bg.,  gugatan

Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Pokok Perkara

Menimbang,  bahwa  alasan  pokok  Penggugat  mengajukan  gugatan

cerai adalah sejak tahun 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

sudah tidak rukun dan harmonis, Penggugat mengetahui Tergugat berselingkuh

dengan  wanita  lain,  hal  tersebut  Penggugat  ketahui  dari  pengakuan  wanita

selingkuhannya  sendiri,  namun  ketika  Penggugat  menanyakan  kebenaran

perselingkuhan  tersebut  kepada  Tergugat,  Tergugat  justru  marah  dan

melakukan  tindakan  pemukulan  kepada  Penggugat.  Bahwa  puncak
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perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Penggugat  dan  Tergugat  terjadi  pada

bulan Oktober 2022, Tergugat  pergi  meninggalkan kediaman bersama tanpa

pamit dan izin dari Penggugat, Tergugat juga meninggalkan hutang di beberapa

orang  (tetangga)  yang  harus  Penggugat  lunasi.  Bahwa  setelah  kejadian

tersebut  komunikasi  antara  Penggugat  dan Tergugat  sudah tidak ada,  serta

sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri lagi;

Analisis Pembuktian

Menimbang,  bahwa  meskipun  Tergugat  dianggap  mengakui  atau

setidak-tidaknya  tidak  membantah  dalil-dalil  gugatan Penggugat  karena

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

perceraian,  maka  Penggugat  tetap  diwajibkan  untuk  membuktikan  alasan-

alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  telah  mengajukan  bukti  P.1  dan  P.2

berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan fotokopi kutipan Akta Kelahiran yang

dikeluarkan oleh Pejabat  yang berwenang sebagai  akta autentik,  bermeterai

cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti

tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut menerangkan bahwa Penggugat

telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Juli 2020, relevan dengan dalil

yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang,  bahwa berdasarkan bukti  P.1 tersebut  harus dinyatakan

terbukti  bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri  sah, menikah

pada  tanggal  27  Juli  2020,  hal  tersebut  sesuai  ketentuan  pasal  7  ayat  (1)

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 tersebut menerangkan bahwa Penggugat

dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama XXXXX, relevan dengan dalil yang

hendak  dibuktikan  oleh  Penggugat,  maka  bukti  P.2  sebagai  akta  otentik

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang,  bahwa berdasarkan bukti  P.2 tersebut  harus dinyatakan

terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama

XXXXX;

Menimbang,  bahwa  Penggugat juga  telah  mengajukan  saksi-saksi
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yaitu:  XXXXX  dan  XXXXX,  keduanya  telah  memberikan  keterangan

sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

memberikan keterangan secara  terpisah di  bawah sumpah di  muka sidang,

keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan

relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh  Penggugat serta tidak

ada halangan diterimanya kesaksian para saksi  tersebut,  maka berdasarkan

Pasal 172 ayat (1), Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., kedua saksi tersebut telah

memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut

memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan  Penggugat, bukti tertulis

dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum

yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

- Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  pernah  hidup  rukun  dan  telah

dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXX;

- Bahwa  terindikasi  telah  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  antara

Penggugat  dan  Tergugat  disebabkan  Tergugat  mempunyai  hubungan

dengan wanita lain;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun

yang lalu dan tidak pernah kembali lagi untuk hidup bersama; 

- Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  sudah  pernah  diupayakan  untuk

dirukunkan, namun tidak berhasil;

- Bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang,  bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan

pokok tuntutan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra

Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  yang  terbukti  di

persidangan,  Majelis  Hakim   menilai  bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang
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secara faktual sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun dan tidak menjalin

komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah

tangga  tidak  serta  merta  menjadi  alasan  yang  cukup  untuk  memutus

perkawinan dengan perceraian.  Sebab,  dalam konteks  tertentu,  perselisihan

rumah  tangga  justru  menjadi  instrumen  yang  semakin  mempererat  tali

perkawinan  karena  dari  perselisihan  itulah  suami  isteri  bisa  semakin  baik

memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga

yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik. 

Menimbang,  bahwa  menurut  ketentuan  perundang-undangan  (vide

Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang

Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan),

perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas

pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada

harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara

ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan

kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat

dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat

yang sudah berlangsung selama 1 tahun dengan tidak saling mempedulikan.

Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk

kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Penggugat

dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap

masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta

bahwa  Tergugat  sudah  berhasil  mengatasi  pokok  persoalan  yang

diperselisihkannya, masih pisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak tidak

menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena

itu,  dapat  disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat  dan

Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan

terus-menerus.  Membiarkannya tetap  dalam keadaan seperti  sekarang tidak

memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan

pertengkaran tersebut.
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Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti  itu, Penggugat

mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk  bercerai  dengan

Tergugat.  Pada  sisi  lain,  Tergugat  tidak  pernah  menghadiri  persidangan

meskipun  sesungguhnya  persidangan  perkara  ini  merupakan  wahana  yang

cukup  efektif  bagi  Tergugat  untuk  dapat  menyatukan  kembali  komitmen

kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap

Tergugat tersebut oleh Hakim dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk

tetap  mempertahankan  keutuhan  rumahtangganya.  Upaya  damai  yang

dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat,

serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan

perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil.

Menimbang,  bahwa  jika  dalam  suatu  rumah  tangga  yang  sedang

menghadapi  konflik  yang  bersifat  terus-menerus,  baik  suami  maupun  isteri

sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan

upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut

disimpulkan  bahwa  rumah  tangga  tersebut  sudah  tidak  ada  harapan  untuk

dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan

dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-

menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdapat

indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah retak atau

tidak harmonis lagi dan saat ini  Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat

tinggal, sehingga apabila dibiarkan akan membawa dampak penderitaan yang

berkepanjangan bagi  isteri,  dengan demikian  Majelis  Hakim  menilai  bahwa

rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan tidak

ada  harapan  lagi  untuk  rukun  menjadi  pasangan  suami  isteri  yang  sakinah

mawwadah  warahmah,  sehingga  tujuan  perkawinan  sebagaimana  yang

dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin akan

dapat tercapai;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu  tolak ukur

rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan

suami  isteri,  oleh  karena  itu  fakta  hukum  adanya  pisah  tempat  tinggal
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merupakan  bentuk  penyimpangan  dari  konsep  dasar  dibangunnya  lembaga

perkawinan,  agar  suami  istri  utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan

rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang,  bahwa  terhadap  perkara  ini  dapat  diterapkan  pula

yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret

1997  yang  abstraksi  hukumnya  menyatakan  apabila  suami  isteri  terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran  serta  berpisah  tempat  tinggal,  maka  rumah

tangga mereka telah pecah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum

Islam  yang  selanjutnya  diambil  sebagai  pendapat  Majelis  Hakim  sendiri,

sebagai berikut:

a) Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 291:

طلقة            القاضي يطلقها وحينئذ التفريق القاضي من تطلب أن لها يجوز

بينهما        الصلح عن وعجز الضرر ثبت إذا بائنة

Artinya : “Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan

Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu

bain jika telah nyata adanya kemadlorotan dalam rumah tangga

mereka dan tidak mungkin lagi didamaikan”; 

b) Kitab Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi halaman 140: 

عل        طلق لزوجھا الزوجة رغبة عدم اشتد طلقة  یإذا القاضي ھا

Artinya  : "Apabila  ketidak  sukaan  isteri  kepada  suaminya  sudah

sedemikian  rupa,  maka  hakim  boleh  menjatuhkan  talaknya

suami itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap

Penggugat,  maka  petitum  gugatan  Penggugat  untuk  diceraikan  dengan

Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba’in

sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum

Islam; 

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama

Merauke adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa
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iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat),  tetapi  keduanya

boleh melakukan akad nikah baru.

Petitum Tentang Hadhanah

Menimbang,  bahwa  perihal  petitum  agar  Pengadilan  menetapkan

pemegang  kuasa  asuh  anak  (hadlanah)  kepada  Penggugat,  Majelis  akan

memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang,  bahwa Penggugat  juga mengajukan  gugatan  hak  asuh

anak bernama  XXXXX,  agar  ditetapkan  pada  Penggugat  sebagai  ibu

kandungnya dan berhak untuk merawat anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 RBg. Majelis

Hakim  telah  berupaya  menasehati  Penggugat  agar  menyelesaikan

permasalahan  hak  asuh  anak  tersebut  dengan  cara  kekeluargaan  dengan

membicarakan  secara  baik-baik  bersama Tergugat  namun  Penggugat  tetap

ingin melanjutkan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti otentik berupa P.1 dan

P.2 yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa tanggal lahir anak lebih

dulu  daripada  pernikahan  sah  yang  tercatat.  Kemudian  Majelis  Hakim

mempertimbangkan  bahwa  anak  yang  lahir  di  luar  pernikahan  sah  yang

tercatat adalah anak ibunya, namun dalam bukti  P.2 tercantum bahwa anak

bernama  XXXXX adalah anak dari ayah bernama Pariyono dan ibu bernama

Nur Kapilah atau anak tersebut merupakan anak dari Tergugat dan Penggugat,

maka dengan mempertimbangkan bukti P.2 adalah alat bukti otentik, Majelis

Hakim menyatakan Penggugat  dan Tergugat  telah dikaruniai  anak  bernama

XXXXX, sepanjang alat bukti otentik tersebut masih berlaku;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  2  (dua)  orang  saksi

Penggugat  yang  telah  menerangkan  yang  pada  pokoknya  mengetahui

Penggugat dan Tergugat adalah suami istri  yang telah menikah tidak tercatat

terlebih dahulu,  kemudian baru menikah sah tercatat  dan telah dikaruniai  1

orang  anak  bernama  XXXXX,  yang saat  ini  anak  tersebut  dalam  asuhan

Penggugat,  dan  selama  dalam  asuhan  Penggugat,  anak  tersebut  dalam

keadaan baik-baik saja serta Penggugat tidak mempunyai sifat  tercela yang

dapat menghambat perkembangan anak tersebut;  
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Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan terbukti

anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum mencapai umur 12 tahun atau

belum mumayyiz dan Penggugat sebagai ibu kandung dapat mengasuh dan

mendidik anaknya dengan penuh kasih sayang;

Menimbang,  bahwa  pemeliharaan  anak  pada  dasarnya  untuk

kepentingan  anak  itu  sendiri,  baik  untuk  pertumbuhan  jasmani,  rohani,

kecerdasan intelektual maupun agamanya;

Menimbang,  bahwa  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2002

tentang perlindungan anak, Pasal 7 Ayat (1) dengan tegas menyatakan bahwa

’’Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh

oleh  orang  tuanya  sendiri”  sedang  dalam Pasal  14  juga  ditegaskan  bahwa

’’Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada

alasan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah

demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  45  ayat  1  dan  2

Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  menegaskan

“kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya

sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus

menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,

Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama

XXXXX maka berdasarkan Pasal 105 ayat (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam,

gugatan  Penggugat  patut  dikabulkan  dengan  menetapkan  hak  pengasuhan

anak  (hadhanah)  berada  pada  Penggugat  sebagai  ibu  kandungnya  sampai

anak tersebut berusia 12 tahun atau mumayiz;

Menimbang,  bahwa  meskipun  Penggugat  sudah  ditetapkan  sebagai

pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat, akan

tetapi Penggugat tetap harus memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk

mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang tidak menganggu

aktifitas  anak,  perkembangan  jiwa  dan  pertumbuhan  jasmani,  rohani,

kecerdasan intelektual maupun agamanya.  Dan apabila tidak memberi akses

kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan

untuk mengajukan gugatan  pencabutan hak hadhanah, sebagai mana SEMA
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Nomor  1  tahun  2017  tentang  Pemberlakukan  Rumusan  Hasil  Rapat  Pleno

Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas

bagi Pengadilan;

Biaya Perkara

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  bidang

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang

Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan
M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap ke Persidangan, tidak hadir;  

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;  

3. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat  (XXXXX)  terhadap

Penggugat (XXXXX);

4. Menetapkan  anak  bernama XXXXX berada  dibawah  hadhonah

Penggugat sampai anak tersebut mumayiz atau berusia 12 tahun dengan

tetap  memberikan  kesempatan  kepada  Tergugat  selaku  ayah  kandung

mereka  untuk  mencurahkan  kasih  sayangnya  terhadap  anak  tersebut

dengan seizin Penggugat;

5. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);  

Penutup

Demikian  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama Merauke pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 Masehi bertepatan

dengan  tanggal  16  Rabi’ul  Akhir  1445  Hijriah  oleh  Suparlan,  S.H.I.,  M.H.

sebagai  Ketua  Majelis,  Muhammad  Kadafi  Bashori,  S.H.I.  dan  Muhamad

Sobirin,  S.H.I., masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  tersebut

diucapkan pada hari  itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sarko, S.H.I.
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sebagai Panitera Pengganti,  dengan dihadiri  oleh  Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat.

Ketua Majelis,

Suparlan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota, 

Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I.

Hakim Anggota,

Muhamad Sobirin, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Sarko, S.H.I.

Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00

-  Proses : Rp 75.000,00
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-  Panggilan : Rp 300.000,00

-  PNBP : Rp 20.000,00

-  Redaksi : Rp 10.000,00

-  Meterai : Rp 10.000,00

-  PBT : Rp 150.000,00

-  PNBP PBT : Rp              10.000,00  

   J u m l a h : Rp 605.000,00

                (enam ratus lima ribu rupiah).
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